UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a bahwa Negaa Kesatuan Republik Indonesa merupakan negara hukum  yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun
1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib,
bersh, makmur, dan berkeadilan;

b. bahwa Mahkamah Konditus sebaga sdah sau peaku kekuasaan  kehakiman
mempunya peranan penting daam ussha menegakkan konditus dan prindp negara
hukum sesua dengan tugas dan wewenangnya sebagamana ditentukan daam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasd 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesa Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan
pemberhentian  hakim konditus, hukum acara, dan ketentuan lannya tentang
Mahkamah Kondtitus;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud daam huruf a huruf b, dan
huruf ¢ seta untuk melaksanakan ketentuan Pasd 11l Aturan Perdihan Undang-
Undang Dasr Negara Republik Indonesa Tahun 1945, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Mahkamah Kongtitus;

Mengingat:

1. Pasal 7A, Pasd 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3879);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkarn:
UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasd 1
Daam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Mahkamah Kongtitus adalah sdah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



2. Dewan Perwakilan Rakya yang sdanjutnya dissbut DPR addah Dewan Perwakilan
Rakyat ssbagamana dimaksud ddam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pamohonan addah permintaan yang digukan secara tertulis kepada Mahkamah
Kondtitus mengena:

a pengujian undang-undang terhadgp Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. pembubaran partai palitik;

d. persdishan tentang hasil pemilihan umum; atau

e. pendgpat DPR bahwa Presden dan/atau Wakil Presden diduga tedah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korups, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercda, dan/atau tidak lagi memenuhi
syaa sebaga Presdden dan/atau Wakil Presden sebagamana dimaksud daam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB Il
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasa 2
Mahkamah Kongitus merupakan sdah satu lembaga negara yang melakukan kekuassan
kehakiman yang merdeka untuk menydenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan.

Pasa 3
Mahkamah Kongtitus berkedudukan di 1bukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Susunan

Pesd 4

(1) Mahkamah Kongitus mempunya 9 (sembilan) orang anggota hakim konditus yang
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Susunan Mahkamah Kontitus terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang
Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim kongtitus.

(3) Ketua dan Wekil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konditus untuk masa jabatan
sdama 3 (tiga) tahun.

(4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konditus terpilih  sebagamana
dimeksud pada ayat (3), rgpat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah
Kondtitus dipimpin oleh hakim kondtitus yang tertua usanya

(5) Ketentuan mengenal  tata cara pemilihan Ketua dan Wekil Ketua sebagamana
dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Kongtitus.

Pasad 5
Hakim kongtitus adalah pejabat negara.

Pasd 6
(1) Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim
kongtitus berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan bagi pejabat negara.
(2) Hakim kongdtitus hanya dapat dikenakan tindakan kepolisan atas perintah Joksa
Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecudi daam hal:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau



b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka tdah meakukan tindak
pidana kgahatan yang diancam dengan pidana mati aau tindak pidana
kejahatan terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Pasad 7
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konditus dibantu
oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Pasa 8
Ketentuan mengena susunan  organisad, fungd, tugas, dan wewenang Sekretariat
Jenderd dan Kepaniteraan Mahkamah Kongitus diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden atas usul Mahkamah Kondtitus.

Pasa 9
Anggaran Mahkamah Konditus dibebankan pada mata anggaran tersendiri ddam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB Il
KEKUASAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagian Pertama
Wewenang

Pasal 10

(1) Mahkamah Konditus berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersfat find untuk:

a menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

C. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus persdishan tentang hasl pemilihan umum.

(2) Mahkamah Kongtitus wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wekil Presden diduga telah mdakukan pdanggaran hukum  berupa
pengkhianatan terhadap negara, korups, penyugpan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercdla, dan/atau tidek lagi memenuhi syarat sebagal Presden dan/atau
Wekil Presden sebagamana dimaksud ddam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pengkhianatan terhadap negara addah tindak pidana terhadap keamanan negara
sebagaimana diatur daam undang-undang.

b. korups dan penyugpan addah tindak pidana korups atau penyuapan sebagaimana
diatur dalam undang-undang.

c. tindak pidana berat lainnya addah tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjaa5 (lima) tahun atau lebih.

d. perbuatan tercdla adadah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden
dan/atau Wakil Presiden.

e. tidak lagi memenuhi syarat sebaga Presden dan/atau Wekil Presden addah
gyaa sebagamana ditentukan ddam Pasd 6 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.



Pasa 11
Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimeksud ddam Pasd 10,
Mahkamah Kongitus berwenang memanggil pgabat negara, pgabat pemerintah, aau
warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Pasal 12
Mahkamah Konditus bertanggung jawab mengatur organisas, persondia, adminigtrad,
dan keuangan sesua dengan pringp pemerintahan yang baik dan bersh.

Pasal 13
(1) Mahkamah Konditus wgib mengumumkan lgporan berkda kepada masyarakat
Secara terbuka mengenai:
a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus,
b. pengdolaan keuangan dan tugas adminigtras lainnya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkaa yang
diterbitkan oleh Mahkamah Kondtitus.

Pasa 14
Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Kondtitus.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
HAKIM KONSTITUS

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 15
Hakim kondtitus harus memenuhi syarat sebagal berikut:
a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
b. adil; dan
C. negarawan yang menguasai kongtitus dan ketatanegaraan.

Pasal 16
(1) Untuk dapat diangkat menjadi hekim konditus seorang cdon harus memenuhi

Syardat:

a. warganegaralndonesa;

b. berpendidikan sarjana hukum;

c. berusa sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;

d. tidek pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh  kekuatan hukum tetgp karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
mempunya  pengdaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
tahun.

(2) Cdon hakim konditus yang bersangkutan wgib membuat surat pernyataan tentang
kesediaannya untuk menjadi hakim kongtitus.
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Pasal 17
Hakim kongtitus dilarang merangkap menjadi:
peiabat negaralainnya;
anggota partai politik;
penguseha;
advokat; atau

®PooTe



f. pegawa negeri.

Pasal 18
(1) Hakim konditus digukan masng-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3
(tigd) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presden, untuk ditetgpkan dengan
Keputusan Presiden.
(2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka
waktu paing lambat 7 (tujuh) hari kerja sgak pengguan caon diterima Presiden.

Pasal 19
Penca onan hakim kongtitus dilaksanekan secara transparan dan partisipatif.

Pasal 20
(1) Ketentuan mengenal tata cara sdekd, pemilihan, dan pengguan hakim konditus
diaur odeh mesng-masng lembaga yang bewenang ssbagamana dimeksud ddam
Pasal 18 ayat (1).
(2) Pemilihan hakim konditus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
obyektif dan akuntabd.

Pasa 21
(1) Sebdlum memangku jabatannya, hakim konditus mengucapkan sumpah aau janji
menurut agamanya, yang berbunyi sebagal berikut:

Sumpah hakim kondtitus:

“Demi Allah saya besumpah bahwa saya akan memenuhi  kewgiban hakim
konditus dengan sebak-baknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945, dan menjdankan segaa
peraturan perundang-undangan dengan sdurus-luruslya menurut  Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan
bangsa’

Janji hekim kondtitus:
“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi  kewgjiban
hakim konditus dengan scbak-baknya dan  seadil-adilnya, memegang teguh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjdankan
segda  perauran  perundang-undangan  dengan  sdlurus-lurusnya menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa
dan bangsa’

(2) Pengucapan sumpah atau janji sebagamana dimeksud pada ayat (1) dilakukan di
hadapan Presiden.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konditus
mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah Kongdtitus
yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Kongtitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewgiban KetuaWakil
Ketua Mahkamah Konditus dengan sebaik-baiknya dan seedil-adilnya, memegang
teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945, dan
menjalankan segda peraturan perundang-undangan dengan sdlurus-lurusnya menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada
nusa dan bangsa’

Janji KetualWakil Ketua Mahkamah Kongtitus:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi  kewgjiban
KetuaWakil Ketua Mahkamah Kongtitus dengan sebak-baknya dan seedil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945,
dan menjdankan segda peraturan  perundang-undangan dengan  sdurus-lurusnya



menurut  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945, seta
berbakti kepada nusa dan bangsa’

Bagian Kedua
Masa Jabatan

Pasal 22
Masa jabatan hekim kongitus sdama 5 (lima tahun dan dapat dipilih kembdi hanya
untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 23

(1) Hakim kongtitus diberhentikan dengan hormat apabila:

a. meninggd dunig

b. mengundurkan diri aas permintaan sendiri yang digukan kepada Ketua
Mahkamah Kongtitus;

c. telah berusa 67 (enam puluh tujuh) tahun;

d. telah berakhir masajabatannya; atau

e. sKit jasmani aau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan sura
keterangan dokter.

(2) Hakim kondtitus diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

a. dijauhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena medakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

b. meakukan perbuatan tercelg;

C. tidak menghadiri perddangan yang menjadi tugas dan kewgibannya sdama 5
(lima) kdi berturut-turut tanpa dasan yang sah;

d. meanggar sumpah atau jan;i jabatan;

e. dengan sengga menghambat Mahkamah Konditus memberi  putusan  ddam
waktu sebagamana dimaksud ddam Pasd 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

f.  mdanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 17; atau

g. tidek lagi memenuhi syarat sebagal hakim kongtitus.

(3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e huruf f, dan huruf g dilakukan sstdah yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadgpan Mgdis Kehormatan
Mahkamah Kongtitus.

(4) Pemberhentian hakim  kondtitus  ditetgpkan dengan Keputusan Presden  atas
permintaan K etua Mahkamah Kondtitus.

(5) Ketentuan mengenai  pembentukan, susunan, dan tata kerja Mgeis Kehormatan
Mahkamah Kongtitus diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Kondtitus.

Pasa 24

(1) H&kim  kondiitus  sebelum  diberhentikan dengan tidek hormat, diberhentikan
sementara dari  jabatannya dengan Keputusan Presden atas permintaan  Ketua
Mahkamah Konditud, kecudi dasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dadam
Pasa 23 ayat (2) huruf a

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paing lama 60 (enam
puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paing lama 30 (tiga puluh) hari kerja

(3) Ddam ha perpanjangan waktu sebagamana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir
tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitas  dengan
Keputusan Presiden.

(4) Keputusan Presden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan
daam jangka waktu pding lambat 7 (tujuh) hari kerja sgak diterimanya permintaan
Ketua Mahkamah Kondtitus.



(5) Sgak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimeksud pada aya (1),
hakim kongtitus yang bersangkutan dilarang menangani perkara.

Pasal 25

(1) Apabila terhadap seorang hakim kongtitus ada perintah penahanan, hakim kongitus
yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.

(2) H&kim kondtitus diberhentikan sementara dari jabatannya agpabila dituntut di muka
pengadilan ddam perkara pidana sebagaimana dimeksud ddam Pasd 21 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak
ditahan

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pding
lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk pding lama 30 (tiga
puluh) hari kerja.

(4) Ddam ha perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada aya (3) telah berakhir
dan bdum ada putusan pengadilan, terhadgp yang bersangkutan diberhentikan
sebaga hakim kondtitus.

(5) Apabila di kemudian hari putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak
bersdah, yang bersangkutan direhabilites.

Pasal 26

(1) Ddam hd terjadi kekosongan hakim konditus karena berhenti atau diberhentikan,
lembaga yang bewenang sebagamana dimeksud ddam Pasd 18 aya (1)
menggukan pengganti kepada Presden daam jangka waktu paing lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sgak terjadi kekosongan.

(2) Keputusan Presden tentang pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan ddam jangka wektu pding lambat 7 (tujuh) hari kerja sgak
penggjuan diterima Presiden.

Pasal 27
Ketentuan mengenal tata cara pemberhentian sebagaimana dimeksud daam Pasd 23,
Pasal 24, dan Pasd 25 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Kondtitus.

BABV
HUKUM ACARA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 28

(1) Mahkamah Konditus memeriksa, mengadili, dan memutus ddam <Sdang pleno
Mahkamah Konditus dengan 9 (sembilan) orang hakim konditus, kecudi dadam
keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim kongitus yang dipimpin oleh Ketua
Mahkamah Kongtitus.

(2) Ddan hd Keua Mahkamah Konditus berhdangan memimpin  ddang pleno
sebagamana dimaksud pada ayat (1), Sdang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah
Kondtitus.

(3) Ddam hd Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Kongitus berhdangan pada waktu
yang bersamaan, sdang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan
oleh Anggota Mahkamah Kongtitus.

(4) Sebelum sdang pleno sebagaimana dimaeksud pada ayat (1), Mahkamah Konditus
dapa membentuk pand hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang hekim konditus untuk memeriksa yang hadlinya dibahas ddam sdang
pleno untuk diambil putusan.

(5) Putusan Mahkamah Kondtitus diucgpkan dalam sdang terbuka untuk umum.

(6) Tidak dipenuhi ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan
Mahkamah Kondtitus tidak sah dan tidek mempunyal kekuatan hukum.



Bagian Kedua
Pengguan Permohonan

Pasal 29
(1) Permohonan digukan secara tertulis ddam bahasa Indonesa oleh pemohon atau
kuasanya kepada Mahkamah Kongtitus.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau
kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.

Pasal 30

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

a penguian undang-undang terhadgp Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

pembubaran partai politik;

persdishan tentang hasil pemilihen umum; atau

e. pendgpat DPR bahwa Presden dan/atau Wakil Presden diduga telah meakukan
pelanggaran  hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korups, penyuapan,
tindek pidana berat lainnya, atau perbuatan tercda, dan/atau tidak lagi memenuhi
gyarat sebaga Presden dan/atau Wekil Presden sebagaimana dimaksud daam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

oo

Pasal 31
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memut:
a. namadan damat pemohon;
b. uraan mengena perihd yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30; dan
c. ha-ha yang diminta untuk diputus.
(2) Pengguan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserta dengan
dat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang

Pasal 32

(1) Terhadgp setigp  permohonan  yang digukan, Panitera Mahkamah Konditus
melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.

(2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimeksud dalam Pasal
29 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a din ayat (2), wgib dilengkapi oleh pemohon daam
jangka waktu pding lambat 7 (tujuh) bhai keja sgak  pemberitahuan
kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.

(3) Permohonan yang tdah memenuhi kelengkapan dicatat ddam Buku Regidras
Perkara Kondtitus.

Pasal 33
Buku Regidras Perkara Konditus memuat antara lain caatan tentang kelengkapan
administras  dengan disata  pencantuman nomor perkara, tanggd penerimaan berkas
permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Pasal 34
(1) Mahkamah Kongitus menetepkan hari sdang pertama, setelah permohonan dicatat
ddam Buku Regisras Pekara Konditus ddam jangka waktu pding lambat 14
(empat belas) hari kerja.
(2) Penetagpan hari ddang pertama sebagamana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan
kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat.



(3) Pengumuman kepada masyarekat sebagaimana dimeksud pada ayat (2) dilakukan
dengan menempelkan sdinan  pemberitehuan  tersebut di pgpan  pengumuman
Mahkamah Kondtitus yang khusus digunakan untuk itu.

Pasal 35
(1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebdum atau sdama pemeriksaan
Mahkamah Kongtitus dilakukan.
(2) Penarikan kembai sebagamana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan
tidak dapat digjukan kembali.

Bagian Keempat
Alat Bukti
Pasal 36
(1) Ala bukti idah:

a gurat atau tulisan;
b. keterangan saks;
c. keterangan ahli;
d. keterangan parapihak;
e. petunjuk; dan
f. da bukti lan beupa informas yang diucagpkan, dikirimkan, diterima, atau

dismpan secara dektronik dengan dat optik atau yang serupa dengan itu.

(2) Ala  bukti sebagamana dimeksud pada ayat (1) huruf a harus dapa
dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.

(3) Ddam hd da bukti sebagamana dimaksud pada ayat (2) yang tidek dapat
dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan dat bukii
yang sah.

(4) Mahkamah Konditus menentukan sah aau tidek sahnya da  bukti  ddam
persdangan Mahkamah Kongtitus.

Pasa 37
Mahkamah Konditus menila da-da bukti yang digukan ke persdangan dengan
memperhatikan persesuaian antara ala bukti yang satu dengan dat bukti yang lain.

Pasal 38

(1) Parapihak, skg, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Kongitus.

(2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil ddam jangka waktu paing
lambat 3 (tiga) hari sebelum hari peradangan.

(3) Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwekili oleh pgabat yang
ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Jka sks tidak hadir tanpa dasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut
menurut  hukum, Mahkamah Konditus dgpat meminta bantuan kepolisan untuk
menghadirkan saks tersebut secara paksa.

Bagian Kdima
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 39
(1) Sebddlum mula  memeriksa pokok perkara, Mahkamah Kongitus mengadakan
pemeriksaan kelengkapan dan kg elasan materi permohonan.
(2) Ddam pemeriksaan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) Mahkamah Konditus
wgib memberi nasha kepada pemohon untuk meengkapi dan/atau memperbaki
permohonan daam jangka waktu paing lambat 14 (empat belas) hari.



Bagian Keenam
Pemeriksaan Persdangan

Pasal 40

(1) Sdang Mahkamah Konditus terbuka untuk umum, kecudi rapat permusyawaratan
hekim.

(2) Setigp orang yang hadir dalam persidangan wajib menaeti tata tertib persdangan.

(3) Ketentuan mengenal tata tertib persdangan sebagamana dimeksud pada ayat (2)
diatur oleh Mahkamah Kondtitus.

(4) Pdanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan
penghinaan terhadap Mahkamah Kongtitus.

Pasa 41

(1) Ddam persdangan hakim konditus memeriksa permohonan beserta aat bukti yang
digukan.

(2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimeksud pada aya (1), hakim
konditus wagib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan
yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara
yang terkait dengan permohonan.

(3) Lembaga negara sebagamana dimeksud pada aya (2) wagib menyampakan
penjdasannya ddam jangka waktu pding lambat 7 (tujun) hari kerja sgak
permintaan hakim kondtitus diterima

Pasal 42
Sakg dan ahli yang dipanggil wagib hadir untuk memberikan keterangan.

Pasal 43
Ddan pemeriksaan persdangan, pemohon davaau termohon depat didampingi aau
diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Pasal 44
(1) Ddam hd pemohon davatau termohon didampingi oleh sdan kuasanya di ddam
persdangan, pemohon davaau termohon harus membuat surat keterangan yang
khusus untuk itu.
(2) Surat keterangan sebagamana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dan diserahkan
kepada hakim kongtitus di dam persidangan.

Bagian Ketujuh
Putusan

Pasal 45

(1) Mahkamah Konstitus memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan dat bukti dan keyakinan hakim.

(2) Putusan Mahkamah Konditus yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada
sekurang-kurangnya 2 (dua) dat bukti.

(3) Putusan Mahkamah Konditus wgib memuat fakta yang terungkgp daam
persdangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

(4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk
mufakat dalam sidang pleno hakim kondtitus yang dipimpin oleh ketua Sdang.

(5) Ddam ddang permusyawardan, stigp hakim  konditus  wgib  menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.

(6) Ddam hd musyawvarah sdang pleno hakim konditus sebagamana dimaksud pada
ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah
sdang pleno hakim kondtitus berikutnya.

(7) Ddam hd musyawaah ddang pleno satdah diusshakan dengan  sungguh-sungguh
tidak dapat dicapa mufakat bulat, putusan diambil dengan suaraterbanyak.



(8) Ddam ha musyawarah ddang pleno hakim konditus sebagamana dimaksud pada
ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sdang pleno
hakim kongtitus menentukan.

(9) Putusan Mahkamah Konditus dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada
hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.

(10) Ddam ha putusan tidak tercapa mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) dan ayat (8), pendapat anggota Magelis Hakim yang berbeda dimuat daam
putusan.

Pasal 46
Putusan Mahkamah Konditus ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili,
dan memutus, dan panitera.

Pasa 47
Putussn Mahkamah Kongitus memperolen kekuatan hukum tetagp sgak sdesa
diucgpkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Pasal 48
(1) Mahkamah Kongtitus memberi putussn Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang MahaEsa.
Setigp putusan Mahkamah Kongtitus harus memuat:
a. kepada putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”;
identitas pihak;
ringkasan permohonan;
pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persdangan;
pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
amar putusan; dan
hari, tanggd putusan, nama hakim kongtitus, dan panitera
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Pasal 49
Mahkamah Konditus wgib mengirimkan sdinan putusan kepada para pihak ddam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sgjak putusan diucapkan.

Bagian Kedelgpan
Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pasal 50
Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji addah undang-undang yang
diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa
Tahun 1945.

Pasal 51
(1) Pemohon addah pihak yang mengangggp hek  dan/atau  kewenangan
kondtitusionanya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yatu:

a. perorangan warganegaralndonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang mash hidup dan sesua dengan
perkembangan masyarakat dan prindp Negara Kesatuan Republik Indonesa
yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaganegara

(2) Pemohon wgib mengurakan dengan jelas ddam permohonannya tentang hak
dan/atau kewenangan kongtitusional nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ddam permohonan sebagamana dimaeksud pada ayat (2), pemohon wgib
menguraikan dengan jelas bahwa:

a. pembentukan undang-undang tidek memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau



b. materi muatan ddam ayat, paesd, davatau bagian undang-undang dianggep
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun
1945.

Pasal 52
Mahkamah Kongitus menyampakan permohonan yang sudah dicatat ddam Buku
Regidras Perkara Kondtitus kepada DPR dan Presden untuk diketahui, daam jangka
waktu pding lambat 7 (tujuh) hari kerja sgak permohonan dicatat ddam Buku Regidras
Perkara Kondtitus.

Pasal 53
Mahkamah Kongitus memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan
pengujian undang-undang ddam jangka waktu paing lambat 7 (tujuh) hari kerja sgak
permohonan dicatat ddam Buku Registras Perkara Kongtitus.

Pasal 54
Mahkamah Konditus dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan
dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Mgeis Permusyawaratan Rakyat,
DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Pasal 55
Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang
dilakukan Mahkamah Agung waib dihentiken apabila undang-undang yang menjadi
dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Kongitus
sampa ada putusan Mahkamah Kondtitus.

Pasal 56

(1) Ddam hd Mahkamah Konditus berpendapat bahwa pemohon  dan/atau
permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud daam Pasd 50 dan
Pasdl 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

(2) Ddam hd Mahkamah Konditus berpendapat bahwa permohonan berdasan, amar
putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(3) Ddam hd permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah
Konditus menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

(4) Ddan hd pembentukan undang-undang dimaksud tidek memenuhi  ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(5) Ddam hd undang-undang dimaksud tidek bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun
materinya sebagian atau kesgluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 57

(1) Putussn Mahkamah Konditus yang amar putusannya menyatakan bahwa materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945, materi muatan ayat, pasd,
danfaau  bagian undang-undang tersebut tidek mempunya kekuatan  hukum
mengiket.

(2) Putusan Mahkamah Konditus yang amar putusannya menyatakan  bahwa
pembentukan undang-undang dimaksud tidek memenuhi  ketentuan  pembentukan
undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa
Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat.

(3) Putusan Mahkamah Konditus yang mengabulkan permohonan wgib dimua ddam
Berita Negara ddam jangka waktu pding lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sgak
putusan diucapkan.



Pasal 58
Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Kongitus tetgp berlaku, sebdum ada
putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 59
Putusan Mahkamah Konditus mengena pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Pasal 60
Terhadap materi muatan ayat, pasd, dan/atau bagian ddam undang-undang yang teah
diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembadli.

Bagian Kesembilan
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang
Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Pasal 61

(1) Pemohon addah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunya kepentingan
langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

(2) Pemohon wagib mengurakan dengan jdas ddam permohonannya tentang
kepentingagn  langsung pemohon  dan  mengurakan  kewenangan  yang
dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi
termohon.

Pasa 62
Mahkamah Konditus menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dadam Buku
Regidras Perkara Kongitus kepada termohon daam jangka waktu paing lamba 7
(tujuh) hari kerjasgak permohonan dicatat dalam Buku Registras Perkara Kongtitus.

Pasal 63
Mahkamah Konditus dapa mengeuarkkan penetgpan yang memerintahkan pada
pemohon danvatau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan  kewenangan
yang dipersengketakan sampal ada putusan Mahkamah Kongtitus.

Pasal 64

(1) Ddam hd Mahkamah Konditus berpendapat bahwa pemohon  dan/atau
permohonannya tidek memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dadam Pasd 61, amar
putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

(2) Ddam hd Mahkamah Kongtitus berpendapat bahwa permohonan berdasan, amar
putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(3) Ddam hd permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada aya (2), Mahkamah
Konditus menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunya kewenangan
untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.

(4) Ddam hd permohonan tidak berdasan, amar putusan menyatakan permohonan
ditolak.

Pasal 65
Mahkamah Agung tidak dgpat menjadi pihak ddam sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Kongtitus.

Pasal 66
(1) Putusan Mahkamah Konditus yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon
tiddk mempunya  kewenangan  untuk  meaksanekan  kewenangan  yang



dipersengketekan, termohon waib medaksanakan putusan tersebut dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasgak putusan diterima

(2) Jka putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
padaayat (1), pel aksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.

Pasal 67
Putusan Mahkamah Konditus mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada
DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

Bagian Kesepuluh
Pembubaran Partai Politik

Pasal 68
(1) Pemohon adaah Pemerintah.
(2) Pemohon wagib mengurakan dengan jelas ddam permohonannya tentang ideologi,
asass, tujuan, program, dan kegiatan parta politik yang bersangkutan, yang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 69
Mahkamah Konditus menyampakan permohonan yang sudah dicatat ddam Buku
Regidras Pekara Konditus kepada parta politik yang bersangkutan daam jangka
waktu pding lambat 7 (tujuh) hari kerja sgak permohonan dicatat ddam Buku Regisiras
Perkara Kondtitus.

Pasal 70

(1) Ddam ha Mahkamah Kongitus berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi
gyarat sebagamana dimaksud daam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan
tidak dapat diterima.

(2) Ddam hd Mahkamah Kongitus berpendapat bahwa permohonan berdasan, amar
putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(3) Ddam ha Mahkamah Kongitus berpendapat bahwa permohonan tidak beraasan,
amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasa 71
Putusan Mahkamah Kongitus mengena permohonan atas pembubaran parta  politik
wgib diputus ddam jangka waktu paing lambat 60 (enam puluh) hari kerja sgak
permohonan dicatat dalam Buku Registras Perkara Kongtitus.

Pasal 72
Putusan Mahkamah Konditus mengena pembubaran partai politik disampaikan kepada
partal politik yang bersangkutan.

Pasal 73
(1) Pelaksanaan putusan pembubaran partal politik sebagaimana dimaksud ddam Pasd
71, dilakukan dengan membata kan pendaftaran pada Pemerintah.
(2) Putusan Mahkamah Kongtitus sebagaimana dimaksud pada aya (1) diumumkan oleh
Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesa ddam jangka waktu paing
lambat 14 (empat belas) hari sgak putusan diterima.

Bagian Kesebdlas
Persdlishan Hasl Pemilihen Umum

Pasal 74
(1) Pemohon adaah:
a peorangan warga negara Indonesa cadon anggota Dewan Perwakilan Daerah
peserta pemilihan umum;



b. pasangan cdon Presden dan Wakil Presden pesarta pemilihan umum Presiden
dan Wakil Presiden; dan
c. pata palitik peserta pemilihan umum.
(2) Permohonan hanya dapat digukan terhadep penetapan hasl pemilihan umum yang
dilakukan secaranasond oleh Komis Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
a. terpilihnya cadon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
b. penentuan pasangan caon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan caon Presiden dan Wakil Presiden;
c. perolehan kurs partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
(3) Permohonan hanya depat digukan daam jangka waktu pding lambat 3 X 24 (tiga
kdi dua puluh empat) jan sgak Komis Pemilihan Umum mengumumkan penetgpan
hagl pemilihan umum secara nasond.

Pasal 75
Ddam permohonan yang digukan, pemohon wagjib menguraikan dengan jdas tentang:
a kesdahan hedl penghitungen suara yang diumumkan oleh Komis Pemilihan Umum
dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
b. permintaan untuk membatakan hasl penghitungan suara yang diumumkan oleh
Komis Pemilihan Umum dan menetgokan hasl penghitungan suara yang benar
menurut pemohon.

Pasal 76
Mahkamah Konditus menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dadam Buku
Registras Perkara Kongtitus kepada Komis Pemilihan Umum ddam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sgak permohonan dicatat ddam Buku Registras Perkara
Kondtitus.

Pasa 77

(1) Ddam hd Mahkamah Konditus berpendapat bahwa pemohon  dan/atau
permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasd 74, amar
putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

(2) Ddam hd Mahkamah Kongitus berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar
putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(3) Ddam hd permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah
Konditus menyatakan membatakan hasl penghitungan suara yang diumumkan oleh
Komis Pemilihan Umum dan menetgpkan hasil penghitungan suarayang benar.

(4) Ddam ha permohonan tidek berdasan amar putusan menyatakan permohonan
ditolak.

Pasal 78

Putusan Mahkamah Kongtitus mengenai permohonan atas persdishan hasil pemilihan

umum waib diputus dalam jangka waktu:

a. pdinglambat 14 (empat belas) hari kerja sgak permohonan dicatat daam Buku
Regidras Perkara Kongtitus, daam ha pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presden;

b. paing lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sgak permohonan dicatat dalam Buku
Regidras Perkara Kondtitus, ddam ha pemilihan umum anggota DPR, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 79
Putussn Mahkamah Konditus mengena persdishan hasl pemilihan umum disampaikan
kepada Presiden.



Bagian Keduabelas
Pendapat DPR Mengenal Dugaan Pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 80

(1) Pemohon adalah DPR.

(2) Pemohon wgjib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengena dugaan:

a Presden dan/atlau Wakil Presden tdah meakukan pdanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korups, penyuapan, tindek pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela; dan/atau

b. Presiden dan/atau Wakil Presden tidek lagi memenuhi syarat sebagal Presiden
dan/atau Wakil Presden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

(3) Ddam permohonan sebagaimana dimeksud pada ayat (2), pemohon wagib
menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenal pendapat
DPR sebagaimana dimaksud ddam Pasd 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesa Tahun 1945, risdah dan/atau berita acara rgpat DPR, diserta
bukti mengenal dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 81
Mahkamah Konditus menyampaikan permohonan yang sudah dicatat ddam Buku
Regidras Pekara Konditus kepada Presden daam jangka waktu pding lambat 7
(tujuh) hari kerja sgak permohonan dicatat dalam Buku Registras Perkara Kondgtitus.

Pasal 82
Dadam ha Presden dan/atau Wakil Presden mengundurkan diri pada saat proses
pemerikssan di Mahkamah Konditus, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan
permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Kondtitus.

Pasal 83

(1) Apabila Mahkamah Konditus berpendapat bahwa permohonan tidek memenuhi
syaa sebagamana dimaksud ddam Pasd 80, amar putusan menyatakan permohonan
tidak dapat diterima.

(2) Apabila Mahkamah Konditus memutuskan bahwa Presden dan/atau Wakil Presiden
terbukti  mdakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negarg,
korups, penyugpan, tindak pidana berat lainnya, aau perbuatan tercda dan/atau
terbukti bahwa Presden dan/atau Wakil Presden tidek lagi memenuhi syarat sebagai
Presden dan/atau Wakil Presden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat
DPR.

(3) Apabila Mahkamah Kongitus memutuskan bahwa Presden dan/atau Wakil Presiden
tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korups, penyuapan, tindek pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak
terbukti bahwa Presden dan/atau Wakil Presden tidek lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditol ak.

Pasal 84
Putusan Mahkamah Konditus mengena permohonan aas pendapat DPR mengena
dugaan peanggaran sebagamana dimaksud ddam Pasa 80, wgib diputus ddam jangka
waktu pding lambat 90 (sembilan puluh) hari sgak permohonan dicatat dadam Buku
Regidras Perkara Kondtitusi.

Pasal 85
Putusan Mahkamah Kongtitus mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR
dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86
Mahkamah Konditus dgpat mengatur lebih lanjut ha-hd yang diperlukan  bagi
kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sdurun permohonan dan/aau gugatan yang
diterima Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal 11l Aturan
Peardihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945, didihkan
kepada Mahkamah Kongitus ddam waktu pding lambat 60 (enam puluh) hari kerja
sgiak Mahkamah Kondgtitus dibentuk.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88
Undang-Undang ini mulal berlaku pada tanggd diundangkan.

Agar sHigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Undang-undang ini
dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatangga 13 Agustus 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jekarta

padatangga 13 Agustus 2003
SEKRETARISNEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG KESOWO
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUS

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa

kedaulatan berada di tangan rekyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sgadan dengan prindp ketatanegaraan di atas meka sdah sau substans  penting

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945 adaah

keberadaan Mahkamah Kongditus sebaga lembaga negara yang berfungs menangani

perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, daam rangka menjaga konditus agar

dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rekyat dan cita-cita

demokras. Keberadaan Mahkamah  Kongitus  sekdigus untuk  menjaga

tersdenggaranya pemerintahan negara yang dabil, dan juga merupakan koreks

terhadap pengdaman kehidupan ketatanegaraan di masa ldu yang ditimbulkan oleh

tafsr ganda terhadap kongtitus.

Mahkamah Kongitus merupakan sdah satu pelaku  kekuasaan kehakiman, di

samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud ddam Pasd 24 ayat (1) dan ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hd ini berati Mahkamah Konditus terikat pada prindp umum penydenggaraan

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya

dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Kongtitus berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

a menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

C. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus persdighan hasl pemilihan umum; dan

e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden daratau Wakil Presiden
diduga tdah meakukan pedanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korups, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,
dan/atau tidek lagi memenuhi syarat sebaga Presden dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud daam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Kewenangan kongitusond Mahkamah Kongitus melaksanakan pringp checks and

balance yang menempatkan semua lembaga negara daam kedudukan setara sehingga

terdgpat  kessimbangan ddam penyeenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah

Konditus merupakan langkah nyata untuk dapat sding mengoreks  kinerja

antarlembaga negara.

Undang-Undang ini merupakan peleksanaan Pasd 24C ayat (6) Undang-Undang

Dasr  Negara Republik Indonesa Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa

pengangkatan dan pemberhentian hakim kondtitus, hukum acara serta ketentuan

lainnya tentang Mahkamah Kongtitus diatur dengan undang-undang.

Untuk mendgpatkan hakim konditus yang memiliki integritas dan kepribadian yang

tidek tercda, adil, dan negarawvan yang menguasa konditus dan ketatanegaraan

sebagamana  diamanatkan ddam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang  ini

mengatur mengenal Syarat cdon hakim konditus secara jelas. Di samping itu, diatur

pula ketentuan mengena pengangkatan dan pemberhentian, cara pencaonan secara

trangparan dan patigpatif, dan pemilihan hakim konditus secara obyektif dan

akuntabd!.



Hukum acaa yang diaur ddam Undang-Undang ini memua auran umum
beracara d muka Mahkamah Kongditus dan aturan khusus sesua  dengan
karakterisik masing-masng pekara yang menjadi  kewenangan Mahkamah
Konditus. Untuk keancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah
Konditus diberi kewenangan untuk meengkapi hukum acara menurut Undang-
Undang ini.

Mahkamah Kongitus ddam menydenggarakan peradilan untuk  memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara tetgp mengacu pada pringp penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.

Ddam Pasd 1l Aturan Pedihan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesa Tahun 1945 ditetgpkan bahwa Mahkamah Kongitus dibentuk
sdlambat-lambatnya pada tanggd 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segda
kewenangannya dilakukan olen Mahkamah Agung, sehingga Undang-Undang ini
mengatur pula perdihan dari perkara yang ditangani Mahkamah Agung setdah
terbentuknya Mahkamah Kongtitus.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasd 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pesal 3
Cukup jelas.
Pasd 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasd 6
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Aya (2
Y ang dimaksud dengan “tindakan kepolisan” addah:
a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
b. memintaketerangan tentang tindak pidang;
C. penangkapan;
g penahanan;
h.  penggeedahan; dan/atau
I. penyitaan.
Pasal
Sekretariat  Jendera  menjaankan tugas teknis adminidratif Mahkamah Konditug,
sedangkan K epaniteraan menjaankan tugas teknis administras jutisid.
Pesal 8
Cukup jelas.
Pasa 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Aya (1)
Putussn Mahkamah Konditus berdfat find, yakni putusasn Mahkamah Konditus
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sgak diucepkan dan tidak ada upaya
hukum yang dapeat ditempuh.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Yang dimaksud dengan “keterangan” addah segda keterangan lisan dan tertulis,
termasuk dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.



Pasa 12
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kemandirian dan kredibilitas Mahkamah
Konditus ddam mengaur organisas, persondia, adminidras, dan keuangan sesua
dengan prindp-pringp trangparans dan akuntabilitas.
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kewgiban memberikan laporan berkala berdasarkan ketentuan ini tidek mengurangi
kewgiban membuat lgporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasa 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Aya (1)
Cukup jelas.
Aya (2)
Surat pernyataan yang dimeksud dadam ketentuan ini juga memuat tentang telah
terpenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan
surat pernyataan tersebut dismpan pada Mahkamah Kondtitus.
Pasal 17
Huruf a
Pgabat negara lannya, misdnya anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
anggota Dewan Perwekilan Rekyat Daegrah, hekim atau hakim agung, menteri, dan
peiabat lain sehagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Y ang dimaksud dengan “ pengusahd’ adalah direks atau komisaris perusahaan.
Huruf d
Sdamamenjadi hakim kongtitus, advokat tidak boleh menjalankan profesinya.
Huruf e
Sdama menjadi hakim konditus, datus pegawa negeri  yang bersangkutan
diberhentikan sementara sesua dengan peraturan perundang- undangan.
Pasal 18
Aya (1)
Penerbitan Keputusan Presiden dalam ketentuan ini bersfat adminigtratif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 19
Berdasarkan ketentuan ini, cdon hakim kongitus dipublikeskan di media massa
bak cetak maupun dektronik, sehingga masyarakat mempunya kesempatan untuk
ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.



Aya (2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercdd adalah perbuatan yang dapat
merendahkan martabat hakim kondtitus.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “persdangan” addah persddangan ddam pemeriksaan
perkara.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Aya (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dituntut di muka pengedilan” addah pdimpahan berkas
perkara yang bersangkutan ke pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “rehabilitas” addah pengembaian hak-hak pribadi dan nama
bak yang bersangkutan tanpa mengembdikan kedudukannya sebaga  hakim
kondtitus.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasa 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Aya (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan luar biasa’ addah meninggd dunia atau terganggu
fiskfjiwanya sehingga tidsk mampu melaksanakan kewgiban  sebaga  hakim
kondtitus.

Ayét (2)

Yang dimaksud dengan “berhdangan” addah keadaan luar biasa sebagamana
dimaksud pada penjdlasan ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Aya (4)

Cukup jelas.

Aya (5)

Cukup jelas.



Aya (6)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Aya (1)
Yang dimaksud dengan “pemerikssan kelengkapan permohonan” addah berdfa
adminidrad.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasa 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Petunjuk yang dimaksud dadam ketentuan ini hanya dapat diperoleh dari keterangan
sakd, surat, dan barang bukti.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Aya (3)
Cukup jelas.
Aya (4)
Cukup jelas.
Pasal 37
Alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan ini adaah dat bukti petunjuk.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Aya (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Aya (4)



Yang dimaksud dengan “penghinaan terhadap Mahkamah Konditus” daam
ketentuan ini dikend dengan igtilah Contempt of Court.
Pasd 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasd 45

Aya (1)

Yang dimaksud dengan “keyskinan Hakim” adalah keyakinan Hakim berdasarkan
dat bukti.

Aya (2)

Cukup jelas.
Aya (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Aya (5)
Berdasarkan ketentuan ini ddam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak
ada suara abgtain.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Aya (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasa 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.
Aya (2

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Ddam pertimbangan hukum memuat dasar hukum yang menjadi dasar putusan.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.



Pasal 50

Yang dimaksud dengan “setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945° addah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 pada tangga 19 Oktober 1999.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak konditusona” adadah hak-hak yang diatur ddam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunya
kepentingan sama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Aya (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasa 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimeksud dengan “pelaksanaan kewenangan” addah tindakan bak tindakan
nyata maupun tindekan hukum yang merupakan peaksanaan kewenangan yang
dipersengketakan.

Ddan mengduarkan penetgpan Mahkamah Konditus mempertimbangkan dampak
yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.



Pasal 68

Aya (1)

Y ang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat.
Aya (2

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasa 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasd 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penetapan hasl pemilihan umum” addah jumlah suara yang
diperoleh pesarta pemilihan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini pemohon menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan
Suaradan kesdahan dadam penjumlahan penghitungan suara.
Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasd 79

Cukup jelas.

Pasa 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Aya (2

Cukup jelas.

Aya (3)

Yang dimaksud dengan “risdah dan/atau berita acara rapat DPR’ adaah risdah
dan/atau berita acara rapat aat kelengkapan DPR maupun rapat paripurna DPR.
Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86



Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengis kemungkinan adanya kekurangan aau
kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.
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